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MOTIO

“Bismillahirrohmanirrohiim”

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahaWaka apabila kamu
telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah deran sungguh-sungguh

(urusan) yang lain.” ( Q.S. Alam Nasyrah, 94 : 6-F"

! Mujamma’ Al Malik Fahd Li Thiba’at Al Mush-HafAl Qur'an dan Terjemahamsy-Syarif
Medinah Munawwarah, Kerajaan Saudi Arabia.
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RINGKASAN

Persekongkolan tender merupakan perbuatan yangditeapabila para
pesaing sepakat untuk mempengaruhi hasil tender kepentingan salah satu
pihak dengan tidak mengajukan penawaran atau demgagajukan penawaran
pura-pura. Persekongkolan tender yang berupa pergk&lan untuk mengatur
dan menentukan pemenang tender merupakan kegiatendilarang dan diatur
dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999rigritarangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Darefagla perkara tentang
persekongkolan tender yang ditangani KPPU, salah kasus dalam bentuk
mengatur pemenang tender yang mengemuka adalabraguknjualan 2 (dua)
unit TankerVery Large Crude Carrief(*VLCC”) Nomor Hull 1540 dan 1541
milik PT Pertamina (Persero), selanjutnya diselbivéstasiVLCC' (Putusan
KPPU Perkara Nomor: 07/KPPU-L/2004).

Rumusan masalah dalam penyusunan skripsi ini melipu Apakah
kriteria persekongkolan tender dalam Putusan KPRthdt: 07/KPPU-L/2004
telah memenuhi kriteria persekongkolan tender dalamdang-Undang No. 5
Tahun 1999, 2) Apa dasar pertimbangan Majelis Korda@am mengambil
keputusan terhadap kasus penjualan kapal tank&anfea VLCC. Tujuan dari
penyusunan skripsi ini terdiri atas tujuan umum tiguan khusus.

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penyarsuskripsi ini
adalah bersifat yuridis normatif. Menggunakan pé&aten Undang-Undang
(statute approachdan Pendekatan kasusage approach Bahan hukum yang
digunakan dalam penyusunan skripsi ini terdiri diakan hukum primer dan
bahan hukum sekunder serta dilengkapi dengan ariaisan hukum.

Penjualan Kapal Tanker VLCC milik Pertamina menpelisoalan hukum
karena dalam proses penjualan Kapal Tanker VLCGOkniertamina telah
memunculkan dugaan adanya penyimpangan berupaikpidikkriminasi dan
persekongkolan untuk mengatur pemenang tenderu&erb tersebut melanggar
asas dan tujuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 sacaya substansi dapat
mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidalatsedelain itu, larangan
persekongkolan tender diatur di dalam Pedoman Batalan Pasal 22 Undang-
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Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan PersektamgkDalam
Tender. Kriteria larangan persekongkolan tendelajgat dalam unsur-unsur Pasal
22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Kriteria persgkolan tender dalam
Putusan KPPU No. 07/KPPU-L/2004 tentang Kasus Rém2 (dua) Unit Kapal
Tanker Pertamina VLCC telah memenuhi kriteria pgessgkolan tender dalam
Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.

Majelis Komisi dalam pertimbangan hukumnya telamdssarkan pada
keterangan-keterangan dan dokumen-dokumen yang rotBpe selama
pemeriksaan, pembelaan yang dilakukan oleh pardaper unsur-unsur
persekongkolan tender, mempertimbangkan hal-halserita mempertimbangkan
untuk memberikan rekomendasi kepada Komisi dalamyamapaian temuan-
temuan dalam pemeriksaan yang dilakukan kepadansistyang berwenang.
Dalam pertimbangan hukumnya Majelis Komisi telah ndesarkan pada
peraturan perundang-undangan yakni Undang-UndancgNl@hun 1999, maka
pertimbangan yang diambil Majelis Komisi telah sgsdan tepat dengan
semangat dan/atau tujuan penegakan Undang-Undan® Nlahun 1999 untuk
menciptakan persaingan usaha yang sehat dalamsptesder dilingkungan
Pemerintah.

Disarankan bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usdlana lembaga
yang berwenang untuk mengawasi penegakan dan pekks sesuai dengan
tugas yang diberikan Undang-Undang No. 5 Tahun 1889ogyanya membuat
pedoman yang mengatur secara langsung tentang&persekongkolan tender,
karena sampai saat ini belum ada pedoman yang jelatang kriteria
persekongkolan tender sehingga dapat meminimglesibedaan tafsir mengenai
kriteria persekongkolan tender antara Majelis Kondsngan para terlapor
dan/atau kuasa hukum Terlapor. Dalam pertimbang&arhnya Majelis Komisi
seyogyanya dalam memutus perkara harus berdasargeadturan perundang-
undangan yang berlaku, tidak hanya didasarkan padiang-Undang No. 5
Tahun 1999 dan Undang-Undang lain yang terkait asertemperhatikan

keterangan saksi.
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Persekongkolan dalam tendéid rigging) di beberapa negara, termasuk
Indonesia, dianggap sebagai jenis pelanggaransemgat serius, karena tindakan
tersebut biasanya merugikan negara dalam arti sgdsngga kenaikan harga itu
membebani masyarakat. Persekongkolan tender menmetbuatan yang terjadi
apabila para pesaing sepakat untuk mempengaruihitdiader demi kepentingan
salah satu pihak dengan tidak mengajukan penawateandengan mengajukan
penawaran pura-pura. Persekongkolan tender biasaliyaksudkan untuk
meniadakan persaingan harga dan menaikkan harg&efSand Lohse dalam
buku Knud Hanseret. al, 2002: 313-314).

Larangan persekongkolan tender yang berupa pergk@iam untuk
mengatur dan menentukan pemenang tender dalam annRessal 22 Undang—
Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Prak#nopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah sebagai béRkldaku usaha dilarang
bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan menentukan pemenang
tender, sehingga mengakibatkan terjadinya persaingaha tidak sehat.” Pihak
lain yang terdapat dalam Pasal 22 tersebut tidddatas hanya pemerintah saja,
bisa swasta atau pelaku usaha yang ikut serta dafaer yang bersangkutan.

Kegiatan bersekongkol menentukan pemenang tends jaerupakan
perbuatan curang, karena pada dasarnya tenderedanpngnya tidak diatur dan
bersifat rahasia (walaupun ada tender yang dilakskaara terbuka) (Ayudha D.
Prayoga, et. al., (Ed), 2000: 122). Prakibedk rigging merupakan salah satu jenis
pelanggaran yang sangat serius di bidang persamggma. Hal ini ditunjukkan
dengan data bahwa sampai tahun 2005, terdapat 38¥us kyang ditangani
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) RI berkaleanganbid rigging
(Taufik Ahmad, 2006 : 6-7).

Meskipun kasus—kasus persekongkolan tender sudgtalkgang diputus
oleh KPPU, tetapi persekongkolan tender masih Hariggadi di Indonesia

mengingat hampir di semua instansi ditemukan adaeygimpangan khususnya



dalam tender pengadaan barang dan jasa. Titik rgwessekongkolan tender

dimungkinkan terjadi pada setiap tahap, yaitu se@lencanaan sampai dengan
pelaksanaan hasil tender. Namun, titik paling ravtarjadi saat pembuatan

persyaratan mengikuti tender dan spesifikasi.

Persekongkolan tender yang terjadi dalam praktek
terdapat dalam berbagai bentuk, vyaitu perjanjiantukun
mengajukan penawaran yang identik, perjanjian yang
menentukan siapa yang mengajukan penawaran termurah
perjanjian mengenaiover bid, perjanjian tidak akan bersaing
satu sama lain dalam mengajukan penawaran, pemasjandar
umum untuk menentukan harga atau kondisi tendejarpen
“memeras” peserta tender luar, perjanjian yang laebga
mengatur pemenang tender atas dasar rotasi, atasal
geografis, atau alokasi pelanggan (Sacker and Ld&lsen buku
Knud Hansenet. al, 2002: 314).

Dari beberapa perkara tentang persekongkolan teyaeg ditangani
KPPU, salah satu kasus dalam bentuk mengatur pemetender yang
mengemuka adalah perkara penjualan 2 (dua) unikeFaviery Large Crude
Carrier (“VLCC”) Nomor Hull 1540 dan 1541 milik PT Pertana (Persero),
selanjutnya disebut “DivestagL.CC’ (Putusan KPPU Perkara Nomor: 07/KPPU-
L/2004).

Sehubungan dengan uraian di atas maka penulis agpgkkara Putusan
KPPU Nomor: 07/KPPU-L/2004 dengan fakta sebagakber

Perkara ini diawali dari laporan ke KPPU pada bulamni 2004 yang
menyatakan bahwa terdapat dugaan pelanggaran Uttadang Nomor 5 Tahun
1999 dalam penjualan 2 (dua) unit Tanker VLCC Peirta. Hasil pemeriksaan
Majelis Komisi menemukan fakta bahwa pada bulanedaher 2002, Pertamina
telah membangun 2 (dua) unit tanker VLCC yang d#adakan oleh Hyundai
Heavy Industries di Ulsan, Korea. Untuk keperluaenganaan, Pertamina
merencanakan penerbitan obligasi atas nama PTarfieet Tongkang. Namun
rencana tersebut dibatalkan pada bulan Septemb@8 20eh Direksi baru
Pertamina. Selanjutnya Direksi baru Pertamina majndgbih lanjut kelayakan
atas kepemilikan VLCC tersebut.

Pada bulan April tahun 2004 memutuskan untuk mésg@ara putus atas
2 (dua) unit VLCC yang dimiliki PT. Pertamina, mesntuk Tim Divestasi

Internal dan menunjuk Goldman Sachs (Singaporeggsebnancial advisor and



arranger yang akan bertindak sebagai pengatur lelang deogem penunjukan
langsung yang dilakukan Pertamina. Goldman Sachsi#ien mengundang 43
potential biderdalam rangka pelelangan terbatas untuk penjuadgalktanker
VLCC tersebut. Selanjutnya dari 43 perusahaan ygingdang tersebut dan 1
(satu) perusahaan yang tidak diundang, hanya Wh{tuperusahaan yang
mengajukan penawaran dan hanya 3 (tiga) perusalyaag memenuhi
persyaratan yaitu Essar Shipping Ltd., Overseaph®lding Group (OSG) dan
Frontline Ltd. (yang dalam proses tendernya diwakleh PT Perusahaan
Pelayaran Equinox). Ketigahortlisted bidderini kemudian melakukardue
diligenceke Korea. Dalanbid pertama, Essar sebagai penawar tertinggi mendapat
skor 10 (sepuluh), tetapi diturunkan menjadi Auti koma lima) padhid kedua
atas dasar pertimbangan tidak dapat menunjukkamggsipan pembayaran uang
muka. Hal ini terbukti pada saat dilakukan konfisinkepadaState Bank of India
ternyata mereka tidak mempunyai komitmen kepadarisstuk membayar uang
muka.Bid pertama daiid kedua dilakukan di depan notaris di Singapura.yidan
saja setelahbid kedua ini belum dapat ditentukan pemenang, meaging
kesanggupan Essar membaydown paymentsesuai Sale and Purchase
Agreemenmasih diragukan. Dalam kondisi mengambang ini, dagiguga pihak
Frontline mengajukan penawaran ketiga dengan iaig lebih tinggi dari
penawaran kedua Essar yaitu sebesar US $ 500,00@ ¢atus ribu US Dolar).
Pembukaan penawaran ketiga ini dilakukan di Jalsmtara pribadi oleh Direktur
Goldman Sachs. Kesempatan penawaran ketiga titkekikiin kepada Essar dan
OSG dengan alasan keterbatasan waktu harus seggmtukbn pemenang dan
apabila penawaran terus terbuka maka proses téddkrakan selesai. Awalnya,
pihak Pertamina berkeinginan agar dibuka penaw&etiga, namun setelah
mendengar alasan yang diberikan oleh piuainger, Pertamina sepakat tentang
tidak diperlukannyabid ketiga. Atas dasar inilah, pihak Pertamina memilih
Frontline Ltd sebagai pemenang tender tersebutiggntKPPU Perkara Nomor:
07/KPPU-L/2004).

Hal tersebut diatas kemudian memunculkan dugaan nyada
persekongkolan tender untuk mengatur pemenangaafartamina, Goldman

Sachs Singapore dan Frontline Ltd. Berdasarkanafiakta yang diperoleh



selama hasil pemeriksaan dengan meminta keterashar23 (dua puluh tiga)
saksi, meneliti sekitar 291 (dua ratus sembilarulpidatu) dokumen dan surat
menyurat dengan pihak terkait di dalam dan luarerie¢gkPPU melalui Putusan
Perkara Nomor : 07/KPPU-L/2004 yang dibacakan diamersidangan pada hari
Kamis tanggal 3 Maret 2005 Majelis Komisi telah nutmaskan bahwa pada
proses penjualan 2 (dua) unit tanker VLCC tersetmlh terbukti terjadi
persekongkolan antara Pertamina dengan GoldmansS8&ahgapore untuk
memenangkan Frontline Ltd. Yang mana perbuataeliatanelanggar ketentuan
Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentangekongkolan untuk
mengatur dan atau menentukan pemenang sehinggat dagragakibatkan
persaingan usaha tidak sehat. Berdasarkan kepuogyegsalKPPU memberikan
sanksi kepada Goldman Sachs Singapore untuk membayamla sebesar Rp.
19,71 Miliar, Frontline Ltd untuk membayar denda. Rp Miliar dan Equinox
membayar denda Rp. 16,56 Miliar. Sedangkan terh&aapisaris dan Direksi
Pertamina, RUPS diminta untuk mengambil tindakakuhu mengingat potensi
penerimaan negara yang hilang dari selisih hargacapai US $ 20 juta sampai
US $ 50 juta atau sekitar Rp. 180 Miliar sampai R§04 Miliar
(http://www.Tempolnteraktif.copdiakses tanggal 18 Februari 2008).

Putusan KPPU tersebut ternyata memunculkan kelperdéai pihak
terlapor yaitu PT. Pertamina (Persero) dan Gold®achs (Singapore) dengan
mengajukan permohonan keberatan kepada PengaditzariNPN) Jakarta Pusat.
Permohonan keberatan tersebut dimenangkan oletk piemohon keberatan.
Namun, KPPU tidak terima dengan putusan PN JalRutat dan mengajukan
kasasi ke Mahkamah Agung RI. Terhadap permohonsask&PPU, Mahkamah
Agung akhirnya mengabulkan kasasi KPPU dan menkzatalemua putusan PN
pada tanggal 29 November 2005 (Johny Ibrahim, 2@)6

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penuliscaban untuk
mengangkat tema skripsi dengan juduTINJAUAN YURIDIS TENTANG
PRAKTEK PERSEKONGKOLAN TENDER DALAM PENJUALAN
KAPAL TANKER PERTAMINA VERY LARGE CRUDE CARRIER
(VLCC) (Studi Putusan KPPU Nomor : 07/KPPU-L/2004)".



1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas tersetaka rumusan masalah

yang akan dikaji adalah sebagai berikut :

1.

Apakah kriteria persekongkolan tender dalam Putug@®PU Nomor:
07/KPPU-L/2004 telah memenuhi kriteria persekongkoltender dalam
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ?

Apa dasar pertimbangan Majelis Komisi dalam mendankkputusan

terhadap kasus penjualan kapal tanker Pertamina&Cvie@ebut ?

1.3 Tujuan Penulisan

Agar dalam penulisan skripsi ini dapat diperolabasan yang dikehendaki

maka perlu ditetapkan suatu tujuan penulisan. Adaojuan penulisan disini

dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu tujuan umum tdgman khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan secara umum dari penulisan skripsi iniaual
Untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai petsyarpokok yang
bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hutte@ngan kurikulum
Fakultas Hukum Universitas Jember.
Sebagai sarana untuk menerapkan ilmu dan pengetdiulum yang telah
diperoleh dalam perkuliahan, dalam mewujudkan nra&gh aman, tenteram

serta berkeadilan.

Untuk membantu proses pengembangan ilmu hukum,ukhya di bidang
hukum persaingan usaha dalam rangka mewujudkan geguban ekonomi
yang adil.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang hendak dicapai dari penulisapsskni adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami kriteria persekomgkdender dalam

Putusan KPPU Nomor: 07/KPPU-L/2004 dilihat dari @ng-Undang Nomor
5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Barsaingan Usaha
Tidak Sehat.



2. Untuk mengetahui dan memahami dasar pertimbanggelisiKomisi dalam
mengambil keputusan terhadap kasus penjualan kegpdder Pertamina
VLCC.

1.4 Metode Penelitian

Penulisan suatu karya ilmiah agar mempunyai nitaiah, maka dalam
penyusunannya harus menggunakan metode ilmiah. deletersebut harus
mempunyai unsur kebenaran yang nantinya dapattdiggungjawabkan secara
ilmiah. Untuk membuktikan hal-hal tersebut, yaiekndan memaparkan data-data
yang sebenarnya,sehingga tulisan ini dapat mesg@uliah tulisan yang ilmiah.

Metode sangat diperlukan dalam penulisan suatyakiémiah agar dapat
ditemukan suatu kesimpulan yang dapat menjawab gsadahan yang ada,
Adapun metodologi yang digunakan dalam penulisaipsikni adalah:
1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi iraladl yuridis Normatif,
yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji grapan kaidah-kaidah atau
norma-norma dalam hukum positif. Metode pendekatamdis normatif yaitu
dengan cara mengkaji berbagi aturan hukum yangféefsrmil seperti Undang-
Undang, Peraturan-peraturan serta literatur yamigiblkonsep-konsep teoritis
yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yaegjadi pokok
permasalahan (Peter Mahmud Marzuki, 2003 : 94).

1.4.2 Pendekatan Masalah
Untuk mendapat jawaban sesuai dengan permasal@naragalahan
dalam skripsi inipenulis menggunakan beberapa pendekatan yaitu :

1. Pendekatan Undang-Undangtafute approach dilakukan dengan cara
melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkdiagan isu yang
dihadapi kemudian dianalisis dan dikaji berdasarkadang-undang yang
berkaitan dengan kasus ini dan regulasi yang bgks&rmpaut dengan isu
hukum yang sedang ditangani. Dalam hal ini penakan menelaah dan
mengkaji Praktek Persekongkolan Tender Dalam PlmukKapal Tanker

Pertamina Very Large Crude Carrier (VLCG@itinjau dari Undang-Undang



Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Momaget Persaingan
Usaha Tidak Sehat.

2. Pendekatan kasusage approach dilakukan dengan cara melakukan telaah
terhadap kasus yang berkaitan dengan permasalahgndihadapi yang telah
menjadi putusan KPPU dan telah mempunyai kekuat&arh tetap. Putusan
yang dipakai dalam skripsi ini adalah Putusan KPR&mor 07/KPPU-
L/2004. Yang menjadi kajian pokok dalam pendekatasus adalah ratio
decidendi atau reasoning yaitu pertimbangan pelagadintuk sampai pada
putusan di mana ratio decidendi atau reasoningliatsnerupakan referensi
bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan péamasang dihadapi
(Peter Mahmud Marzuki, 2005 : 93-94).

1.4.3 Bahan Hukum

Sumber-sumber bahan penelitian hukum yang digunakiaah sumber
bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekuAdapun bahan hukum
yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adsdédlagai berikut :
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang beesitaritatif artinya
mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdari perundang-
undangan, -catatan-catatan resmi atau risalah dglembuatan peraturan
perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. r (Réadmud Marzuki,
2005:141). Bahan hukum primer dalam penyusunapskni terdiri dari hukum
nasional (hukum positif) yaitu terdiri Undang-UndaRepublik Indonesia Nomor
5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Bersaingan Usaha Tidak
Sehat, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nd@fiorahun 2003 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan JasamidmmBeraturan Komisi
Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2006 Gehdida Cara Penanganan
Perkara Di Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah berupa semua implikatang hukum
yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Jiumat hukum dan

komentar-komentar atas Praktek Persekongkolan Tdbalam Penjualan Kapal



Tanker Pertamina Very Large Crude Carrier (VLC@injau dari Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praltenopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat (Peter Mahmud Mar2085:141).

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Sebelum melakukan analisis terhadap bahan hukung yhperoleh,
penulis harus melakukan langkah-langkah (1) Meregititikasi fakta hukum dan
menggelimir hal-hal yang tidak relevan untuk mepkém isu hukum yang
hendak dipecahkan; (2) Pengumpulan bahan-bahanmhutan sekitarnya
dipandang mempunyai relevansi; (3) Melakukan telatds isu hukum yang
diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikikemmu (4) Menarik
kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawsi hukum; (5)
Memberikan perskripsi berdasarkan argumentasi yatah dibangun didalam
kesimpulan (Peter Mahmud Marzuki, 2005:171).

Dengan menggunakan bahan-bahan tersebut, makhspdsam menarik
kesimpulan menggunakan metode deduktif yaitu prgessarikan kesimpulan
yang dilakukan dari pembahasan mengenai permasajarmg mempunyai sifat

umum menuju permasalahan yang bersifat khusus.



BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Persekongkolan Tender

Dari ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 T899 dapat

diartikan persekongkolan tender adalah perbuattakpeisaha yang melakukan

kerja sama dengan pelaku usaha lain untuk mengyzessar dengan cara

mengatur dan/atau menentukan pemenang tender gahilagpat mengakibatkan

persaingan usaha tidak sehat.

Persekongkolan tender memuat unsur-unsur sebagjaitoe

. Adanya Dua Atau Lebih Pelaku Usaha

Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 ditegaskan bahwsekengkolan
tender dapat terjadi tidak hanya antar pelaku ydatepi juga pihak lain.
Dalam tender pihak yang terlibat adalah pemilik gsglan (penawar
tender) dan peserta tender. Namun, pengertian gdiakdalam hal ini
untuk mengantisipasi celah hukum bahwa persekoagkdhpat terjadi
antara pelaku usaha (korporasi) tetapi juga arafaku usaha dengan
individu. Individu misalnya oknum pemilik pekerjagang berkedudukan
sebagai panitia tender. Atau dilakukan dengan iddiyang mempunyai
akses terhadap pemilik pekerjaan dan akses terdapat mempengaruhi
keputusan pemilik pekerjaan dalam menentukan pemgeteader.

. Adanya Kerja Sama Untuk Melakukan Persekongkoldaddender

Dari pengertian dasar persekongkolanonspiracy vyaitu kegiatan
persekongkolan hanya dapat dilakukan apabila tetddpa pihak atau
lebih melakukan kerjasama secara tidak jujur, matavihukum dan
menghambat persaingan. Maksud dari pengertianbigrpersekongkolan
terdapat kerja samadmbination pelaku usaha yang terlibat di dalamnya
untuk melakukan suatu perbuatan / kegiajaimmt( effortg. Kerja sama itu
diidentifikasikan sebagai persekongkolan apabilakdkan secara tidak

jujur, melawan hukumuplawful), dan anti persaingan sehat.
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3. Adanya Tujuan Untuk Menguasai Pasar
Ketentuan Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 UU Nbahbin 1999
memberikan batasan perbuatan yang mengarah padmgsaan pasar,
sehingga persekongkolan tender sebagai konsekugesigertian
persekongkolan harus memenuhi unsur penguasaam peeskipun dalam
Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 tidak menyebutkan rupsaguasaan
pasar. Untuk itu persekongkolan tender harus dilkeuk adanya indikasi
penguasaan pasar dengan melihat perbuatan yarigkdifa termasuk
dalam ruang lingkup kegiatan untuk menguasai pasar.

4. Adanya Usaha Untuk Mengatur / Menentukan Pemenangédr
Kerja sama yang dibangun para pihak dalam bersé&kbnbarus
dibuktikan, bertujuan untuk mengatur dan/atau meh@m pemenang
tender

5. Mengakibatkan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Pasal 1 angka 6 UU No. 5 Tahun 1999 mendefinispensaingan usaha
tidak sehat yaitu:

“Persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan
kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/ata
jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atalawen
hukum atau menghambat persaingan. Persekongkolan
tender dinyatakan dilarang karena cara-cara dalam
berkompetisi dilakukan secara tidak jujur, melawan
hukum, dan menghambat persaingan.”

2.1.1 Pengertian Persekongkolan

Pasal 1 angka 8 UU No. 5 Tahun 1999 memberikafinisie
persekongkolan atédeonspiras; yaitu :

“Bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaéagan

pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasar pas

bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yasghkmsrgkol”

Dalam persekongkolan selalu melibatkan dua pihau débih untuk
melakukan kerja sama. Pembentukan Undang-Undang beréd@n tujuan
persekongkolan secara limitatif untuk menguasaampaagi kepentingan pihak-

pihak yang bersekongkol.
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Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 membagi 3 (tiga) tuken
persekongkolan, yaitu :

1. Persekongkolan untuk mengatur dan/atau menentud@memang tender.
Sudah merupakan ketentuan umum bahwa pemenang tihale dapat
diatur melainkan siapa yang paling memenuhi syagatiwaran dia yang
menang. Oleh karena itu, dilarang persekongkolankumenentukan atau
mengatur pemenang tender (Pasal 22).

2. Persekongkolan untuk memperoleh informasi yang tddiéasifikasikan
sebagai rahasia perusahaan.

Yaitu persekongkolan antara pelaku usaha dengaak piain untuk

mendapatkan informasi tentang kegiatan usaha pmgs&n yang

diunifikasi sebagai rahasia perusahaan. (Pasal 23).

3. Persekongkolan untuk menghambat produksi atau @earabarang/jasa.
Salah satu taktik bisnis yang tidak sehat adalahatsisaha atau daya
upaya yang dibuat dengan tujuan untuk menghamtmatugsi dan/atau
pemasaran dari produk pelaku usaha pesaingnya midmgyapan agar
produk yang dipasok atau ditawarkan tersebut memjachng baik dari
segi kualitas, dari segi jumlah dan ketepatan waking dipersyaratkan
(Pasal 24).

Pembentuk Undang-Undang menempatkan 3 (tigaubeersekongkolan
mempunyai kesamaan kekhasan (karakteristik) yanpatdaliketahui dari
pengertian (dasar) persekongkolan, yaitu :

1. Kegiatan persekongkolan hanya dapat dilakukaibikgpterdapat dua pihak
atau lebih melakukan kerja sama secara tidak jojiglawan hukum, dan
menghambat persaingan.

2. Bahwa tujuan dari persekongkolan adalah untukngmasai pasar
bersangkutan yaitu pasar yang berkaitan dengarkgamg atau daerah
pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barangsiayang sama atau
sejenis atau substitusi dari barang dan/atau gsaliut (pasal 1 angka 10
UU No. 5 Tahun 1999).
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Menurut Yakub Adi Krisanto (2005: 43) terdapat 2udyl unsur
persekongkolan, yaitu :
a. Adanya dua pihak atau lebih secara bersama-g@mzoncer] melakukan
perbuatan tertentu.
b. Perbuatan yang disekongkolkan merupakan pemugag melawan atau
melanggar hukum.

2.1.2 Pengertian Tender

Berdasarkan kamus hukum, tender gkanbestende(to put out contraqt
adalah memborongkan pekerjaan / menyuruh pihakuaink mengerjakan atau
memborong pekerjaan seluruhnya atau sebagian pakergesuai dengan
perjanjian atau kontrak yang dibuat oleh keduahegifhak sebelum pekerjaan
pemborongan itu dilakukan.

Dalam penjelasan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 Tetalam hukum
persaingan usaha Indonesia mempunyai pengertiaardawmengajukan harga
untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadademdy-barang, atau untuk
menyediakan jasa.

Dalam pengertian tender termasuk dalam ruang limg&nder antara lain :
1. Tawaran mengajukan harga (terendah) untuk membaaaity pekerjaan.

2. Tawaran mengajukan harga (terendah) untuk mengadskang-barang.
3. Tawaran mengajukan harga (terendah) untuk menyaligsa.

Pengertian dasar dari tender adalah dalam tendéu pekerjaan meliputi
pemborongan, pengadaan, dan penyediaan. Apabilerjpak / proyek
ditenderkan, maka pelaku usaha yang menang dalayeegrtender akan
memborong, mengadakan, dan/atau menyediakan bgsmgang dikehendaki
oleh pemilik pekerjaan kecuali ditentukan lain dalperjanjian antara pemegang
tender dengan pemilik pekerjaan.

Para pihak dalam tender terdiri atas pemilik pelarj/ proyek yang
melakukan tender dan pelaku usaha yang ingin meshaksin proyek yang
ditenderkan (peserta tender). Tender yang bertujnturk memperoleh pemenang
tender dalam iklim tender yang kompetitif harusliteratas dua atau lebih pelaku

usaha peserta tender. Dua atau lebih pelaku udedra lzerkompetisi dalam
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mengajukan harga suatu proyek yang ditawarkannggaiapabila peserta tender
hanya satu, maka pilihan pemilik pekerjaan meniglih terbatas. Keterbatasan
pilihan sangat tidak menguntungkan bagi pemilik guglan karena ide dasar
pelaksanaan tender dalah mendapatkan harga tereledgian kualitas terbaik.
Dengan keberadaan lebih dari dua peserta tender tekadi persaingan dalam

pengajuan harga untuk memborong, mengadakan ataediakan barang/jasa.

2.2Proses Tender Untuk Barang Milik Negara
Pasal 10 angka (1) Keppres No. 80 Tahun 2003 dissbubahwa
pengadaan barang/jasa yang wajib ditenderkan adelaluna pengadaan dengan
nilai di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta ialy) dan mengharuskan
pengumuman secara terbuka atas rencana pengadaag/jaesa tersebut, kecuali
terhadap pengadaan barang/jasa yang bersifataahasi
Menurut Salim (dalam Ikarini Dani Widiyanti, 200620) proses tender
untuk proyek pemerintah dapat dilakukan dengan gwmakan 4 (empat) cara,
yaitu sebagai berikut :
1. Pelelangan Umum, syarat dilakukannya pelelangamuadalah :
a. Diumumkan secara luas melalui media massa sekuduaagrgnya 1 (satu)
media massa cetak dan papan pengumuman;
b. Dilakukannya penilaian kualifikasi, baik prakudtdisi maupun pasca
kualifikasi;
c. Peserta yang berbentuk badan usaha harus sudagistlas pada
Lembaga,;
d. Tenaga ahli dan tenaga terampil yang dipekerjakeaim loadan usaha atau
usaha perseorangan harus bersertifikat yang dikelnaleh lembaga.
2. Pelelangan Terbatas, syarat-syarat dalam pelelaadaatas adalah :
a. Diumumkan secara luas melalui media massa sekkaagignya 1 (satu)
media massa cetak dan pengumuman;
b. Jumlah penyedia jasa terbatas;
c. Melalui proses prakualifikasi;

d. Peserta yang berbadan hukum sudah diregistragirdbhga;
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Tenaga ahli dan tenaga terampil yang dipekerjakgim lsadan usaha atau

usaha perseorangan harus bersertifikat yang dik@loaleh Lembaga.

3. Pemilihan Langsung, syarat dalam pemilihan langswaiah :

a.
b.

Diundang sekurang-kurangnya 3 (tiga) penawar;

Pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran tidakpaela waktu
yang bersamaan;

Peserta yang berbentuk badan usaha atau usaharpagsn harus sudah
diregistrasi pada Lembaga;

Tenaga ahli dan tenaga terampil yang dipekerjakaim loadan usaha atau

perseorangan tersebut harus bersertifikat yandudikean oleh Lembaga.

4. Penunjukan Langsung, syarat dalam penunjukan laggsdialah :

a.

Peserta yang berbentuk badan usaha atau usahapa@segrangan harus
sudah diregistrasi pada Lembaga;

Tenaga ahli dan tenaga terampil yang dipekerjakaim lpadan usaha atau
usaha perseorangan harus bersertifikat yang dik@lnaleh Lembaga,;
Penyedia jasa yang bersangkutan merupakan pemédgéngaten atau

pihak lain yang telah mendapat lisensi.

2.3Prosedur Penyelesaian Perkara di Komisi Pengawas Raingan Usaha
(KPPU)

Salah satu tugas utama yang diberikan dalam P&sBIlBNo. 5 Tahun

1999 kepada KPPU adalah melakukan upaya-upaya glear@tpukum persaingan

usaha sehingga menumbuhkan iklim usaha yang kdnchelalui terciptanya

persaingan usaha yang sehat, menjamin kepastismmpasan berusaha yang

sama bagi setiap orang, mencegah praktek-praktelopoti dan/atau persaingan

usaha yang tidak sehat.

Berdasarkan Laporan KPPU (2005: 09) upaya peneghk&om yang

dilakukan oleh KPPU direalisasikan melalui dua cgadtu :

1. Kegiatan non penanganan perkara yang meliputi :

a. Dengar pendapat

b.

Monitoring pelaku usaha

Monitoring pelaku usaha adalah serangkaian kegiatan
yang dilakukan oleh Sekretariat Komisi untuk meradiagpn
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kelengkapan dan kejelasan mengenai pelanggaran didnga
atau patut diduga dilakukan oleh pelaku usaha barllan data
dan informasi yang berkembang di masyarakat. (Flasalgka 7
Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2006)

Kegiatan monitoring pelaku usaha adalah melakukan
pengawasan kepada pelaku usaha atau kelompok pesaka
yang memiliki pangsa pasar yang signifikan padacsekdustri
tertentu, baik penguasaan terhadap barang atay gaa
keduanya, yang apabila pelaku usaha tersebut seesdiri
penguasaan terhadap barang dan/atau jasa tersemdapai
50% (lima puluh persen) atau lebih, atau apabila aftau tiga
pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha yang meaigua
pangsa pasar lebih dari 75% (tujuh puluh lima p@rs€ujuan
dilakukannya monitoring terhadap pelaku usaha &&ompok
pelaku usaha yang memiliki pangsa pasar sebagaidiaraakan
diatas adalah untuk mengawasi perilaku pelaku uaghatidak
menyalahgunakan posisi dominannya agar tidak tepgeaktek
monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehatpotha
KPPU, 2005 : 09)

2. Kegiatan penanganan perkara, yang dilakukan mefahzipan pemeriksaan,
dan pemeriksaan lanjutan sampai dengan menjatyhktasan.

Sesuai dengan ketentuan, KPPU merupakan lembaga dibantuk
untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaaNdJB Tahun 1999.
Melalui UU No. 5 Tahun 1999, KPPU diberi tugas deewenang untuk
menerima laporan dari masyarakat yang terkait dengdanya dugaan
pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999.

Seluruh laporan yang diterima oleh KPPU akan dkakupengujian
laporan, antara lain proses penelitian laporarmijfidasi kepada pihak yang
melaporkan dan pengamatan langsung di lapangan. dd@ses pengajuan
tersebut, tidak seluruh laporan dapat masuk dalategkri pelanggaran
terhadap UU No. 5 Tahun 1999. Disamping itu ditearufula laporan yang
sebenarnya bukan yurisdiksi KPPU. Kategori ini meii laporan tindak
pidana, permasalahan keperdataan, tembusan sangtgaiter dan laporan
berkaitan dengan kebijakan persaingan yang dikedmaioleh pemerintah.
Terhadap laporan-laporan yang berkaitan denganakaini persaingan yang
dikeluarkan oleh pemerintah akan tetap ditindakitirgleh KPPU. Laporan
yang bukan yurisdiksi KPPU seperti korupsi, haktaipdumping dan

sebagainya, KPPU akan memberikan arahan kepadaripersurat agar
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meneruskannya kelembaga-lembaga terkait sepertiidkoRemberantasan
Korupsi (KPK), Komisi Anti Dumping Indonesia (KADI)Kepolisian RI
dan/atau Kejaksaan RI.

Prinsip kehati-hatian dalam menindaklanjuti lapoasau kasus sangat
dipegang KPPU. Prinsip tersebut didasarkan padardph hal antara lain,
bahwa sebuah laporan harus didukung oleh dataadkta yang akurat karena
tidak menutup kemungkinan bahwa laporan yang diséitap kepada KPPU
digunakan oleh pihak-pihak tertentu sebagai alatlumemfitnah, menekan
atau mengambil keuntungan dari pihak lainnya. Dogparsekongkolan
tender masih merupakan porsi terbesar laporan gaggma oleh KPPU.

Setelah sebuah laporan dari masyarakat, atau masiitoring yang
dilakukan oleh KPPU ditindaklanjuti menjadi perk@ersaingan usaha, maka
akan memasuki sebuah proses penanganan perkarasgamgai dengan
pengambilan putusan atas perkara tersebut akan kmemaaktu selama-
lamanya 150 hari kerja.

Semua perkara yang ditangani oleh KPPU tidak sehya menjadi
sebuah putusan, sebab banyak kasus yang ditangpat dihentikan oleh
KPPU. Dasar penghentian pemeriksaan perkara umurdisgdabkan oleh
tidak ditemukan adanya alat bukti yang cukup. Dalaemutuskan suatu
perkara, KPPU mendasarkan pada alat bukti yangdaahcukup serta ada
kesepakatan seluruh Anggota Komisi bahwa telahpatinggaran terhadap
UU No. 5 Tahun 1999.



BAB 3
PEMBAHASAN

3.1 Kriteria Persekongkolan Tender Dalam Putusan KPU Nomor:
07/KPPU-L/2004 Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahuril999

Ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 melaraagusperbuatan
pelaku usaha yang bertujuan untuk menghambat atapersaingan usaha yang
sehat. Perbuatan yang melanggar asas dan tujuaNdJB Tahun 1999 yang
secara substansi dapat mengakibatkan terjadinysaipgan usaha tidak sehat,
dengan cara melakukan persekongkolan dengan péikuhtuk mengatur dan
menentukan pemenang tender diatur dalam Pasal 88 parbunyi bahwa
“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihakulatuk mengatur dan atau
menentukan pemenang tender sehingga dapat ment@kibaerjadinya
persaingan usaha tidak sehat”.

Ketentuan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 tersebutyeeatkan adanya
persekongkolan yang dilakukan oleh para pelakuausi@mgan pihak lain (pihak
ketiga). Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 hanya dapetagkan, apabila pihak
yang satu merupakan pelaku usaha, sedangkan piimalyd adalah pihak ketiga.
UU No. 5 Tahun 1999 menegaskan, bahwa pihak lasiniditidak harus
merupakan pesaing pihak pertama dan juga tidalshaatupa pelaku usaha, atau
dapat juga pihak lain disini setidak-tidaknya abatesaing pihak pertama atau
pelaku usaha.

Menurut L. Budi Kagramanto (2007: 94) disebutkarnvba Persoalan
dapat atau tidak dapat diterapkannya ketentuanl RasdU No. 5 Tahun 1999
tersebut tergantung pada 2 (dua) elemen, yaituyadpara pihak terkait yang
harus atau mampu menunjukkan ciri-ciri ikut beriggrasi, serta telah terjadi
kesepakatan untuk melakukan kegiatan yang salingyeseiaikan dan bersifat
kolusif. Persekongkolan tender merupakan kegiatamgysaling menyesuaikan
dan bersifat kolusif serta ada suatu koordinasigyditakukan secara sengaja
terhadap perilaku pelaku usaha yang secara faktaapun yuridis tidak memiliki
kekuatan mengikat, yang dengan sengaja menggastipgan usaha yang penuh
dengan resiko dengan kerjasama praktis, sehingg&ibat terbentuknya kondisi

pasar yang tidak sesuai dengan persyaratan peasaisgha.
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Larangan persekongkolan tender selain diatur dé&tasal 22 UU No. 5
Tahun 1999 juga diatur di dalam Pedoman PelaksaPasal 22 UU No. 5 Tahun
1999 tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tenbalam Pedoman
Pelaksanaan Pasal 22 disebutkan bahwa suatu parbatdu tindakan yang
bertujuan membatasi akses pasar, tindakan-tindgkag kolusif bersama-sama
dengan pelaku usaha pesaingnya dalam suatu penjamjituk menguasai pasar
secara bersama-sama, dan tindakan-tindakan yartgjuaer menghilangkan
persaingan lainnya, merupakan tindakan anti peyaainPersaingan usaha yang
sehat merupakan bentuk proses demokrasi ekonongi yemberi kesempatan
seluas-luasnya kepada semua pihak untuk berus&ma gdasar yang sama.

Menurut Pedoman Pelaksanaan Pasal 22 UU No. 5 Td9e9
disebutkan bahwa persekongkolan dalam tender sedikgitkan dengan
pengadaan barang dan atau jasa yang dilakukanRaeterintah Government
Procurement Namun, jangkauan UU No. 5 Tahun 1999 dapat memcéidak
hanya kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintahpitgtma termasuk kegiatan
yang dilakukan oleh sektor swasta. MemperhatikarP#&sal 22 tersebut jelas
bahwa persekongkolan yang terjadi melibatkan sepihek, baik antara pelaku
usaha dengan pesaingnya, maupun pelaku usaha deegaveri kerja atau
dengan panitia penyelenggara.

Berdasarkan ketentuan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1290 Pedoman
Pelaksanaan Pasal 22 tersebut secara jelas mekemmatan/atau menggambarkan
unsur-unsur persekongkolan tender yang terdiri:atas
1. Adanya Dua atau Lebih Pelaku Usaha

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 5 :

"Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atiinhusaha
baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badkanhu
yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan ateqi
dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baikdiri
maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyeleakga
berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.”
Dalam tender tentunya terdapat lebih dari 2 (dubakpyaitu Pemilik

kegiatan / Proyek (atau dalam Keppres No. 80 Ta0B8 tentang Pedoman
Pengadaan Barang/Jasa disebut dengan Penggung/jaesandan Peserta Tender

(Penyedia barang/jasa). Bagi perusahaan penyelendgpian dari tender adalah
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mendapatkan harga penawaran tender yang palingalieni@ngan kualitas
barang/jasa yang terbaik dan untuk mencapai tujtensebut dilakukan
perbandingan berbagai macam harga penawaran lelsihld(satu) penyedia

barang/jasa.

2. Adanya Unsur Bersekongkol

Menurut Pedoman Pelaksanaan Pasal 22 UU No. 5 TaB@f yang
dimaksud dengan bersekongkol adalah kerjasama gidakukan oleh pelaku
usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dkmgan cara apapun dalam
rangka memenangkan peserta tender tertentu. UrsseBngkol antara lain :

a. Kerjasama antara dua pihak atau lebih;

b. secara terang-terangan maupun diam-diam melakukadakan
penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya; dan ata
membandingkan dokumen tender sebelum penyerahamtaa
menciptakan persaingan semu; dan atau

menyetujui dan atau memfasilitasi; dan atau

=~ ® a o

tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipunget@hui atau
sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut ullidak untuk
mengatur dalam rangka memenangkan peserta temtbantie

Dari pengertian dasar persekongkolarcongpiracy, di dalam
persekongkolan terdapat kerja samangbination pelaku usaha yang terlibat di
dalamnya untuk melakukan suatu perbuatan / kegigart efforty. Kerja sama
itu diidentifikasikan sebagai persekongkolan amabilakukan secara tidak jujur,
melawan hukumunlawful), dan anti persaingan sehat (Yakub Adi Krisan@52
1 44).

3. Adanya Unsur Pihak Lain

Dalam pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 ditegaskanwhaah
persekongkolan tender dapat terjadi tidak hanyargmtlaku usaha, tetapi juga
pihak lain. Dalam tender, pihak yang terlibat adgb@milik pekerjaan (penawar
tender) dan peserta tender. Pihak lain adalahgilas& yang terlibat dalam proses

tender yang melakukan persekongkolan tender bddkpeisaha sebagai peserta
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tender dan atau subjek hukum di luar peserta tgigtfoman Pelaksanaan Pasal
22 UU No. 5 Tahun 1999). Namun, menurut Yakub Adis&nto (2005 : 44)
pengertian pihak lain dalam hal ini untuk mengapdisi celah hukum bahwa
persekongkolan dapat terjadi antar pelaku usahepdgkasi) tetapi juga antara
pelaku usaha dengan individu. Individu misalnyawkrpemilik pekerjaan yang
berkedudukan sebagai panitia tender. Atau dilakudangan individu yang
mempunyai akses terhadap pemilik pekerjaan dan saksesebut dapat
mempengaruhi keputusan pemilik pekerjaan dalam meken pemenang tender.
Menurut L. Budi Kagramanto (2007 : 103 — 109) digkbn bahwa
pengertian pihak lain dalam hal ini meliputi parhgk yang terlibat, baik secara
horizontal maupun vertikal dalam proses penawamrdar yang melakukan
persekongkolan tender, baik pelaku usaha sebageartpegender dan atau subyek
hukum lainnya yang terkait dengan tender terseBatdasarkan unsur “pihak
lain” ini terdapat 3 bentuk persekongkolan tengaitu :
a. Persekongkolan tender horizontal
Bentuk persekongkolan ini merupakan suatu tindakamasama yang
dilakukan oleh para penawar tender dengan mengkaaysgar salah satu
pihak ditentukan sebagai pemenang dengan carakberhformasi harga
serta menaikkan atau menurunkan harga penawaragiatde dalam
bentuk persekongkolan haorizontal seringkali dilekuloleh pelaku usaha /
peserta tender dengan menciptakan persaingan saianupgserta tender
lainnya.
b. Persekongkolan tender vertikal
Dalam bentuk persekongkolan tender vertikal biasarada suatu
kerjasama, dan kerjasama tersebut dilakukan aistia atau beberapa
pelaku usaha / penawar dengan panitia pelaksadarteabagai pengguna
barang dan atau jasa. Dalam pola ini, biasanyatipamemberikan
berbagai kemudahan atas persyaratan-persyaratarsdz@gng penawar,

sehingga dia dapat memenangkan penawaran tersebut.
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c. Persekongkolan tender horizontal dan vertikal
Bentuk persekongkolan tender ini merupakan pergalan antara
panitia tender atau panitia lelang atau penggumanigadan jasa atau
pemilik atau pemberi pekerjaan dengan pelaku uathapenyedia barang
dan jasa. Persekongkolan ini dapat melibatkan damaa tt(ga pihak yang
terkait dalam proses tender, misalnya tender fiktifg melibatkan panitia,
pemberi pekerjaan dan pelaku usaha yang melakugaawaran secara

tertutup.

4. Adanya Usaha Untuk Mengatur / Menentukan Pemenangér

Dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 UU No. 5 nrdf99
memberikan batasan perbuatan yang mengarah padagsaan pasar, sehingga
persekongkolan tender sebagai konsekuensi pengepgasekongkolan harus
memenuhi unsur penguasaan pasar, meskipun dalaah2#a$&JU No. 5 Tahun
1999 tidak menyebutkan unsur penguasaan pasar.k Untupersekongkolan
tender harus dibuktikan adanya indikasi penguasgasar dengan melihat
perbuatan yang dilakukan termasuk dalam ruang Uipglkegiatan untuk
menguasai pasar.

Unsur ini diartikan sebagai suatu perbuatan pdrakpyang terlibat dalam
proses tender secara bersekongkol, yang bertujofuk umenyingkirkan pelaku
usaha lain sebagai pesaingnya dan atau untuk mengaienentukan pemenang
tender dengan berbagai cara. Pengaturan dan ateuntpean pemenang tender
tersebut meliputi antara lain, menetapkan kritpganenang, persyaratan teknik,
keuangan, spesifikasi, proses tender, dan sebagaftgngaturan dan penentuan
pemenang tender dapat dilakukan secara horizorgapum vertikal, artinya baik
dilakukan oleh para pelaku usaha atau panitia pafek (L. Budi Kagramanto,
2007 : 110). Terdapat hubungan simbiosisme antigwart untuk menguasai pasar
dan mengatur / menentukan pemenang tender, afiafa salah satu tujuan
akan tercapai dengan mencapai tujuan lain terkgditulu. Dalam persekongkolan
tender, tujuan untuk menguasai pasar akan tercapabila para pihak yang

bersekongkol dapat menentukan dan mengatur peméewaey.
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5. Mengakibatkan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Pasal 1 angka 6 UU No. 5 Tahun 1999 mendefinispensaingan usaha
tidak sehat yaitu:

“persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankgratee
produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasg ya
dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hulaiau
menghambat persaingan. Persekongkolan tender dikamat
dilarang karena cara-cara dalam berkompetisi ddakisecara
tidak jujur, melawan hukum, dan menghambat persairig

Pelaksanaan tender wajib memenuhi asas keadilterbk&aan dan tidak
diskriminatif. Selain itu, menurut Pedoman PelaksamPasal 22 Undang-Undang
No. 5 Tahun 1999 tender harus memperhatikan hayjdnad tidak bertentangan
dengan asas persaingan usaha yang sehat, yaitu :

1) Tender tidak bersifat diskriminatif, dapat dipenutieh semua calon
peserta tender dengan kompetensi yang sama;
2) Tender tidak diarahkan pada pelaku usaha tertearigath kualifikasi dan
spesifikasi teknis tertentu;
3) Tender tidak mempersyaratkan kualifikasi dan spesf teknis produk
tertentu;
4) Tender harus bersifat terbuka, transparan dan dnkan dalam media
masa dalam jangka waktu yang cukup.
Karena itu, tender harus dilakukan secara terbuké&ku umum dengan
pengumuman secara luas melalui media cetak dannpa@agumuman resmi
untuk penerangan umum dan bilamana dimungkinkamlmeahedia elektronik,
sehingga masyarakat luas dunia usaha yang berci@mamemenuhi kualifikasi
dapat mengikutinya. Unsur-unsur yang terdapat détasal 22 UU No. 5 Tahun
1999 dan Pedoman Pelaksanaan Pasal 22 UU No. 5nTa®@9 tersebut
merupakan kriteria larangan persekongkolan tender.

Kasus Penjualan Kapal Tanker Pertamina VLCC mergatli hal yang
menarik untuk dikaji karena dianggap sebagai jgr@knggaran yang sangat
serius dan menggunakan mekanisme yang tidak sedemgan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku. Pada tanggal®2004 dan tanggal 9 Juli
2004, KPPU telah menerima laporan yang pada pokokeydapat dugaan
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pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 terkait denganegré&®njualan 2 (dua) unit
tanker VLCC Nomor Hull 1540 dan 1541 milik PT Pentaa. Setelah KPPU
mendapat laporan kemudian KPPU meneliti atas lapoeasebut dan KPPU
menyatakan laporan telah lengkap dan jelas, bardlakukan pemeriksaan
pendahuluan dengan surat penetapan dari KPPU NEEMNAKPPU/VII/2004
tanggal 29 Juli 2004 tentang Pemeriksaan Pendahuteakara No. 07/KPPU-

L/2004.

Dalam pemeriksaan pendahuluan, tim pemeriksa tet@mdengar
keterangan dari para pelapor, para terlapor daa paksi. Setelah melakukan
pemeriksaan pendahuluan, Tim Pemeriksa menemukdikagn pelanggaran
terhadap ketentuan Pasal 16, Pasal 19 huruf dakal B2 UU No. 5 Tahun 1999.
Tim Pemeriksa merekomendasikan agar pemeriksaanjutikan ke Pemeriksaan
Lanjutan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi persekongkolan antara TerlapdPT Pertamina)
dengan badan usaha asing (pihak luar negeri) dalminh Terlapor Il
(Goldman Sachs, Pte.);

2. Telah terjadi diskriminasi dalam proses penunjukfamancial advisor and
arranger serta diskriminasi dalam penentuan pemenaiaégam tender
Divestasi VLCC;

3. Terjadinya persekongkolan untuk menentukan pemerdalgm tender
Divestasi VLCC.

Dalam pemeriksaan lanjutan, Majelis Komisi telaldengar keterangan
dari para saksi, para ahli dan para terlapor. Dgmoses pemeriksaan KPPU
terhadap kasus Penjualan Kapal Tanker PertaminaCvir€ Majelis Komisi
KPPU telah mengambil keputusan bahwa telah tenpmisekongkolan untuk
mengatur pemenang tender. Keputusan ini diaml@laeimelakukan serangkaian
proses pemeriksaan terhadap pelaku usaha, saksipdiak lain yang terlibat
dalam kasus tersebut. Keputusan ini berdasarkalhpleaseriksaan yang memadai
dengan meminta keterangan dari 23 (dua puluh 8g&$i, keterangan 3 (tiga)
ahli, meneliti sekitar 291 (dua ratus sembilan pusatu) dokumen dan surat

menyurat dengan pihak terkait di dalam dan di heageri.
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Kriteria yang digunakan oleh Majelis Komisi untukemutuskan telah
terjadi persekongkolan tender dalam Putusan KPPUhd¥o07/KPPU-L/2004
adalah kriteria yang dimaksud oleh UU No. 5 Tah889l sebagai berikut :

1. Pada kasus Penjualan Kapal Tanker Pertamina VLC@rdapat para pihak
yang dinyatakan sebagai terlapor, yaitu :

a. PT Pertamina (Persero), yang beralamat kantorldn Jdedan Merdeka
Timur 1A Jakarta Pusat 10110, selanjutnya diseshagaiTerlapor | ;

b. Goldman Sachs (Singapore), Pte, yang beralamabikedntl Rafles Link
#07-01, Singapore 039393, selanjutnya disebut selaglapor Il ;

c. Frontline, Ltd., yang beralamat kantor di Par-Ldle/Place, 14 Par-La-
Ville Road Hamilton HM 08, Bermuda, selanjutnya etigt sebagai
Terlapor Il ;

d. PT Corvina Mitrakreasi, yang beralamat kantor dinsie Kebon Sirih Lt.
21, Suite 2106, Jalan Kebon Sirih No. 17-19, Jaka@340, selanjutnya
disebut sebagdierlapor 1V ;

e. PT Perusahaan Pelayaran Equinox, yang berlamabrkdntWorld Trade
Center Lt. 17 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29-Zikarda 12920,

selanjutnya disebut sebadarlapor V.

2. Pada kasus ini, terdapat diskriminasi dalam peramuangsung Goldman
Sachs (Singapore), Pte sebadaiancial advisor and arrangemwleh PT
Pertaminatanpa melalui pelelangan atau pemilihan langsung agabila
diperlukan melakukan Klarifikasi / negosiasi bagkriis maupun harga. Serta
adanya diskriminasi dalam penentuan pemenang dtdader Penjualan 2
(dua) unit Kapal Tanker Pertamina VLCC, dalam helggzimaan penawaran
(bid) ketiga dari Frontline.

Pada proses penjualan 2 unit Kapal Tanker PertamiieC tersebut
terbukti telah terjadi persekongkolan antara Pertardengan Goldman Sachs
untuk memenangkan Frontline dengan bukti persel@lagksebagai berikut :
(1) memberikan kesempatan kepada Frontline melalui donyla (PT.

Equinox) untuk memasukkan penawaran ketiga saaasbataktu

pengajuan penawaran telah ditutup tanggal 7 Jufi,2€rbukti dari
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adanya korespondensi e-mail PT. Equinox selakudrrdkngan Frontline
pada tanggal 9 Juni 2004,

(2) Penawaran ketiga Frontline yang berbeda tipis sebdS $ 500 ribu
dengan penawaran yang kedua dari Essar,

(3) Pembukaan sampul penawaran ketiga Frontline tidakukan dihadapan
Notaris (sebagaimana diatur dalam ketentuan teyaleg dibuat sendiri
oleh Goldman Sachgéquest for bigl

Akibatnya, terdapat kerugian antara US $ 20 juta, 3566 juta untuk 2 (dua)

unit VLCC karena harga yang diperoleh hanya sebdSa$ 184 juta untuk 2

(dua) unit tanker VLCC, jauh di bawah harga pasat g€u (Juli 2004) yang

berkisar antara US $ 204 juta sampai US $ 240untiak 2 (dua) unit VLCC.

. Yang dimaksud dengan pihak lain adalah salah gatulebih dari Terlapor |
(PT. Pertamina) sampai dengan Terlapor V (PT. Rbamn Pelayaran
Equinox) yang melakukan persekongkolan dengan saéh atau lebih dari
Terlapor | (PT Pertamina) sampai dengan TerlapoP¥. Perusahaan

Pelayaran Equinox).

. Bahwa Tim Pemeriksa KPPU menemukan adanya indikaai terjadinya
pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 19 huruf @b Tahun 1999 yang
berbunyi :

“Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau bebdwm@giatan
baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, \dapat
mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/gtessaingan
usaha tidak sehat yaitu:

d. melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku asah
tertentu.”

Pasal 19 UU No. 5 Tahun 1999 pada prinsipnya nmedakegiatan
penguasaan pasar oleh pelaku usaha, baik sendipunabersama dengan
pelaku usaha lain. KPPU dalam putusan KPPU No. BPRPW-L/2004
menafsirkan pengertian praktik diskriminasi sebatiadakan, sikap dan
perlakuan yang berbeda terhadap pelaku usaha untekdapatkan
kesempatan yang sama. Dengan demikian praktikiisiasi tidak selalu

berarti tindakan, sikap dan perlakuan yang lebitubwari tindakan, sikap
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dan perlakuan seharusnya tetapi dapat juga benmgakan sikap dan
perlakuan istimewa dari sikap dan tindakan yangsetmya. Bukti bahwa
penunjukan langsung Goldman Sachs Pte sebigaincial Advisor and
Arranger dalam Putusan KPPU No. 07/KPPU-L/2004 mengindieasi
adanya praktek diskrimasi terhadap pelaku usahenterdapat dilihat dari
Penunjukan langsung Goldman Sachs Pte. dilakukapatanenggunakan
mekanisme tender. Hal ini merupakan tindakan yatighéwa bagi pelaku
usaha mengingat selama ini proses pemilihan peayédirang/jasa di
lingkungan Pertamina selalu menggunakan mekaniemdet. Serta alasan
penunjukan langsungrranger karena alasan waktu yang mendesak adalah
tidak relevan dan tidak berdasar. Majelis KomisiFKP telah mengambil
keputusan bahwa telah terjadi persekongkolan anfedapor | (PT.
Pertamina) dengan Terlapor Il (Goldman Sachs (Ptenfuk mengatur
Terlapor Il (Frontline, Ltd.) sebagai pemenangiien

5. Bahwa dalam Putusan KPPU No. 07/KPPU-L/2004 tentasys Penjualan
Kapal Tanker Pertamina VLCC ini terbukti MengakKkzat Persaingan Usaha
Tidak Sehat dilihat dari terjadinya persekongkolantuk menentukan
pemenang tender dalam Penjualan 2 (dua) unit Kapaker Pertamina
VLCC. Tindakan-tindakan yang telah dilakukan ol@h Pertamina, Goldman
Sachs (Pte), Frontline, Ltd., dan PT. Perusahaky®an Equinox telah jelas
menghambat secara melawan hukum peserta tenderskeliagai pemenang
tender Divestasi VLCC dengan tidak diberinya kesaaop bagi Essar dan
OSG untuk memasukkanid ketiga telah menghilangkan kesempatan untuk
memperoleh harga VLCC yang lebih tinggi. Persaingaaha tidak sehat
dapat terjadi apabila para pelaku usaha dalam faekgn kegiatan produksi
dan atau pemasaran barang dan atau jasa yangkditakiengan cara tidak
jujur atau melawan hukum atau menghambat persainggma.

Berdasarkan analisa terhadap Putusan KPPU No. E@UKRP2004
dengan demikian kriteria persekongkolan tender naRutusan KPPU No.
07/KPPU-L/2004 tentang Kasus Penjualan 2 (dua) Kapal Tanker Pertamina
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VLCC tersebut telah sesuai dan/atau memenuhi kaitgersekongkolan tender
dan tujuan penegakan hukum dalam Pasal 22 UU NlahGn 1999.

3.2 Dasar Pertimbangan Majelis Komisi Dalam Mengaril Keputusan
Terhadap Kasus Penjualan Kapal Tanker Pertamina VLCQC

Putusan Majelis Komisi KPPU No. 07/KPPU-L/2004 ta1g penjualan 2
(dua) unit Kapal Tanker Pertamina VLCC yang merkeataterlapor telah
melanggar ketentuan Pasal 16, Pasal 19 huruf dPdaal 22 UU No. 5 Tahun
1999 seperti halnya putusan-putusan persekongkddgmaler lainnya juga
menggunakan alasan-alasan dan dasar pertimbangammhuPertimbangan
Majelis Komisi dalam memutus perkara Penjualan @a)dunit Kapal Tanker
Pertamina VLCC ini antara lain :

Majelis Komisi mempertimbangkan hasil keterangatetegan dan
dokumen-dokumen yang diperoleh selama pemeriksa@aya lain dalam Pra
Penjualan dan Proses Penjualan Kapal Tanker PadawiiCC. Pra penjualan
Kapal Tanker Pertamina dalam Putusan KPPU NO. (RIkB/2004, PT.
Pertamina melaksanakan tender pembangunan 2 (ditaKapal Tanker yang
dimenangkan oleh Hyundai Heavy Insdustries Co. ditdJlsan, Korea pada
tanggal 12 November 2002 dengan harga masing-mds®g$ 65.400.000.
Pendanaan VLCC dilaksanakan dengan cara penerifégasi atas nama PT.
Pertamina Tongkang. Dalam rangka penerbitan obliggsebut, pada bulan
Februari 2003, PT. Pertamina Tongkang mengadab@auty contestyang
dimenangkan oleh PT. Bahana Sekuritas yang beragtnga Citigroup. Tanggal
17 September 2003 terjadi perubahan status Pedammanjadi Perseroan
Terbatas dan pergantian jajaran komisaris dan BirBd. Pertamina. Sekitar
akhir September 2003, Direksi baru PT. Pertaminambag¢alkan rencana
penerbitan obligasi untuk pendanaan pembangnan VW&1(Q dikeluarkan atas
nama PT. Pertamina Tonkang sebagai alternatif peraaa PT. Pertamina
melakukan penjajakan untuk mendapatlemft loan dari Korean Exim Bank.
Cash flowPT Pertamina pada saat tersebut dalam kondisirtggy dikarenakan
naiknya harga minyak tanak mentah dunia, beban mgguoag subsidi BBM,

kewajiban pembayaran bea masuk dan pajak yang atibdlymuka. Kondisi
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tersebut bertambah buruk dengan kewajiban pembays@mbangunan VLCC
dari kas PT. Pertamina sendiri.

Pada tanggal 23 Oktober 2003, Direksi PT. Pertameanbentuk Tim
untuk mengkaji kelayakan kepemilikan PT. Pertamatas 2 (dua) unit Kapal
Tanker VLCC dengan menggunakan konsultan studiyk&bn yaitu Japan
Marine. Tetapi pada tanggal 6 April 2004 Direksi. FPlertamina memutuskan
untuk menjual VLCC secara langsung tanpa menunggil $tudi kelayakan dari
Japan Marine. Kemudian Komisaris PT. Pertamina mésiangani Berita Acara
persetujuan untuk menjual 2 (dua) unit VLCC. Diiekign Komisaris PT.
Pertamina juga mengeluarkan persetujuan atas udeldnlis dari Direktur
keuangan PT. Pertamina untuk melaksanakan divesiasia) unit VLCC secara
putus dan penunjukan Goldman Sachs sebfagamncial advisor and arranger
dalam proses divestasi tersebut. Alasan utama alenjkapal tanker tersebut
sangat besar dan tidak sebanding dengan kemanigatg@ang diperoleh bagi
Pertamina, selain itu jika terjadi kerusakan maiegyd yang dikeluarkan tidaklah
sedikit. Penunjukan Goldman Sachs sebfigancial advisor and arrangedalam
divestasi tersebut dilakukan tanpa melalui tendsrgdn alasan pekerjaan yang
mendesak, seharusnya dilakukan melalui pelelangaenk pekerjaan tersebut
sudah sepatutnya bernilai diatas Rp. 200.000.00@ (@tus juta rupiah) dan
sesuai dengan SK No. Kpts-077/C0000/2000 yang na&erpdasar pijakan atau
pedoman dalam pengadaan barang dan atau jasagklidigan Pertamina yang
mengacu kepada Keppres No. 80 Tahun 2003 bahwandaéamgadaan barang
atau jasa diatas nilai tersebut harus dilakukagaiemetode pelelangan.

Proses penjualan Kapal Tanker VLCC milik Pertamitlakukan pada
akhir April 2004, sejumlah perusahaan yang bermtielah menulis surat kepada
PT Pertamina untuk menyampaikan niat membeli VLE&da tanggal 10 Mei
2004, Goldman Sachs bertindak atas nama dan igstPdk Pertamina mengirim
Request for Bidkepada 43 (empat puluh tiga) pembeli potensiahelapa
diantaranya melalui ageRotential bidderyang dipilih telah diidentifikasi dalam
suatu pengamatan yang cermat oleh Goldman Sachs PdanPertamina
berdasarkan surat pernyataan minat pendahuluanke@mangan dari bagian

perkapalan PT. Pertamina. Kemudian PT. Pertaminagkemfirmasi kecocokan
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pembeli potensial sebelurRequest for Biddikirmkan. Terdapat 7 (tujuh)
perusahaan yang mengajukan penawaran, 6 (enanmgapean dari 43 (empat
puluh tiga) potential bidderyang diundang dan 1 (satu) perusahaan yang tidak
diundang sebelumnya. Goldman Sachs meperbolehRarPePusahaan Pelayaran
Equinox bertindak sebagai agen untuk bebenapntial bidderdan sebagai
liason (penghubung) dari perusahaan-perusahaan yhwgkilinya dalam
mengajukan penawaran.

Bid pertama dibuka di kantor Goldman Sachs di Singapada tanggal
25 Mei 2004, dihadiri oleh seluruh peserta sesuangdn daftar hadir.
Berdasarkan hasil evaluasi penawaran dan pemboba@ag dilakukan oleh
Goldman Sachs dan PT. Pertamina, ada 3 (figéntial bidderyang memenuhi
kriteria, yaitu Frontline, Essar Shipping, Ltd.,nd@verseas Shipholding Group
(OSG). Selanjutnya, ketigehortlisted biddediberi kesempatan untuk melakukan
due diligence di Korea dan untuk memasuklearhancement bigpenawaran
kedua) paling lambat pada tanggal 7 Juni 2004 didtaGoldman Sachs pukul
13.00 waktu Singapore. Hasil penilaian terhadampanan kedua, harga tertinggi
senilai US $ 183,5 juta ditawarkan oleh Essar,ptes&or tertinggi diraih oleh
Frontline yang hanya mengajukan penawaran hargesaeb)S $ 178 juta.

Direksi Pertamina dalam rapat pada tanggal 8 JuW@42memiliki
keraguan untuk menetapkan Frontline sebagai pergekamena adanya selisih
harga sebesar US $ 5,5 juta (sekitar Rp. 50 mili@nudian Pertamina meminta
Goldman Sachs untuk meminta klarifikasi dari Esparihal kepatuhan dan
kesanggupan membayar. Pada hari yang sama Essamiehgirimkan faximile
kepada Goldman Sachs dan Pertamina yang menyat@dsanggupan untuk
memenuhi kewajibannya walaupun tidak persis sepekitu yang dimintakan
semula. Tetapi sampai dengan diputuskannya pemdeadgr, Goldman Sachs
tidak pernah melaporkan isi surat tersebut kepadekg§) Pertamina. Demikian
pula Direktur Utama Pertamina saat itu mengakktjgernah menerima faximile
tersebut, bahkan merasa terkejut sewaktu faxinglsebut ditunjukkan oleh
Majelis Komisi di muka persidangan.

Dalam penyelidikan Majelis Komisi menemukan fak&hwa Frontline

belum melakukan pembayaran secara penuh kepadarf@tatas pembalian 2
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(dua) unit kapal tanker VLCC Pertamina sebagaiméglah diperjanjikan
sebelumnya dalam Sale and Purchase Agreement (&fA)a Pertamina dan
Frontline, yaitu sebesar US $ 184 juta. Frontlinembayar kepada Pertamina
sebesar US $ 170,863 juta saja. Dengan demikialagat selisih pembayaran
sebesar US $ 13,137 juta (sekitar Rp. 118,233 NlilBerdasarkan hal tersebut,
penjualan 2 (dua) unit Kapal Tanker VLCC milik Renina tidak sesuai dan
bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Majelis Komisi dalam pertimbangan hukumnya juga mpertimbangkan
Pembelaan (dalam bentuk tertulis) yang dilakuka dlerlapor I, Terlapor Il dan
Terlapor V. Pembelaan dari Terlapor | dengan shwé&n Agustus 2004 yang
berisi tentang Visi Pertamina (Persero) yaitu mdinfgerusahaan yang unggul,
maju dan terpandang. Pertamina tidak akan lagiregpsa bertanggung jawab
terhadap pemenuhan kebutuhan BBM dalam negeriabetehun 2005 sehingga
kebijakan investasi lebih difokuskan pada proyekypk yang mampu
meningkatkan laba bagi perusahaan, berorientasa saktor hulu. Kinerja
keuangan PT. Pertamina (Persero), kondisi keuafgatamina sudah sangat
kritis yang menyebabkan terganggunya Pertamina kumhelakukan impor
minyak mentah sehingga stok BBM dalam negeri jugtsk posisi arus kas
Pertamina per 1 Januari 2004 menunjukkan dana tyemag dimiliki tinggal
sekitar Rp. 2 triliun (dua triliun rupiah) hingggpR2,5 triliun (dua koma lima
triliun rupiah) sementara utang net telah mencdtai 16 triliun (enam belas
triliun) dan diperkirakan pada bulan Juli sudah megkat menjadi Rp. 23 triliun
(dua puluh tiga triliun).

Latar belakang pengadaan VLCC dan latar belakamjuplan VLCC
yang pada awalnya didasarkan pada kebutuhan Peaamituk meningkatkan
efisiensi dalam transportasi minyak mentah dan ykodntuk operasi kilang
Pertamina. Sesuai dengan hasil keekonomian atagagean dua Kapal Tanker
VLCC ini, diperoleh hasil yang menunjukkan investasuk kapal tenker VLCC
masih  mampu memberikan keuntungan marginal walaupuemberikan
konsekuensi kenaikacharter rate Kemudian dilakukan kajian ulang mengenai
perlu tidaknya perusahaan memiliki kapal tanker ZLGerta kemungkinan

perusahaan untuk melakukan leasing/sewa kapal tarikéC dari pihak luar.
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Berdasarkan hasil Rapat Komisaris, Komisaris mesyietisulan Direksi untuk
penjualan Kapal tanker VLCC tersebut kare@ash Flow perusahaan tidak
mendukung.

Dalam Pelaksanaan penjualan kapal tanker VLCC mitdetamina,
penyerahan kapal dipercepat menjadi tanggal 200, dimana Pertamina harus
segera mempersiapkan hal-hal yang berkaitan desegah terima kapal sehingga
waktu yang tersedia untuk melakukan proses pemusdmgat terbatas yaitu 6
minggu. Dalam rangka penjualan kapal tanker di BlErsamina perlu didampingi
oleh financial advisor (jasa keuangan) yang telah berpengalaman secara
Internasional agar diperoleh hasil penjualan yaraksimal, maka Pertamina
menunjuk Goldman Sachs yang didasarkan bahwa peaawang kompetitif.
Kemudian dilakukan proses penjualan yang dilaksamaddeh Tim Divestasi
VLCC bersama Goldman Sachs, dan Direksi menyetahortlist 3 (tiga)
perusahaan. Selanjutnya ketiga calon tersebut miedakiue diligencedata room
(Jakarta dan Ulsan) dan inspeksi fisik kapal diagghn Hyundai (Ulsan).
Akhirnya pada tanggal 10 Juni 2004 dalam rapat K3irdPertamina, setelah
mendapat penjelasan hasil pengujian terhadap cadéonenang serta adanya
penawaran optional kedua dari Frontline, Ltd. yaligkukan oleh Goldman
Sachs, Direksi Pertamina secara musyawarah dankatufaemutuskan dan
menetapkan Frontline, Ltd. sebagai pemenang temdgretapan dan keputusan
Direksi dibuat dalam Persetujuan Berita Acara yditgndatangani oleh seluruh
Direksi, pada saat itu juga dilakukan proses peacabid bond Frontline Ltd.
sebesar 10 juta US Dollar dan masuk ke Rekenintafara. Tanggal 11 Juni
2004 dilakukan Sale and Purchase Agreeme(®PA) ditandatangani oleh
Frontline dan Pertamina dan 20% uang muka diprosgsk dimasukkan ke
rekening bersamajajnt accoun}. Setelah itu proses divestasi VLCC akan
berakhir untuk masing-masing VLCC setelah penyardepal Pertamina kepada
Frontline Ltd.dan penyelesaian seluruh dokumen yenmigait dengan masing-
masing kapal.

Pembelaan (dalam bentuk tertulis) dari Terlapor(Gloldman Sachs)
dengan surat tertanggal 10 Desember 2004 yang titaljemahkan dengan

teriemahan tidak resmi oleh Terlapor Il (Goldmak!t&a dengan surat tanggal 13
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Desember 2004 yang menyatakan bahwa Goldman Saicigap8ra ingin
mengambil kesempatan untuk kembali menegaskan baBaldman Sachs
Singapura telah ditunjuk oleh Pertamina hanya sslgnasehat Keuangan dan
tidak memiliki kewenangan mengenai metode penjudlaDC ataupun mengenai
cara memenangkan tender yang telah digunakan dgtaoses tender.
Kewenangan tersebut secara eksklusif tatap padanfiaa dan Pertamina sendiri
yang membuat keputusan-keputusan tersebut untugnkagan ekonomisnya.
Goldman Sachs Singapura menjalankan peranannygagienasehat keuangan
sesuai dengan Engagement Agreement untuk kepentikigennya, Pertamina
dan konsisten dengan praktek industri untuk trasiggie ini.

Pembelaan (dalam bentuk tertulis) dari Terlapor RT.( Perusahaan
Pelayaran Equinox) dengan surat Ref : 01/040/EQQ/8204 tertanggal 3
September 2004 yang menyatakan bahwa menyampadlainatas keterangan
yang telah diberikan oleh PT. Perusahaan PelayB@uinox tentang harga
penawaran kedua. Pada saat pemeriksaan PT. PemsBetayaran Equinox
menyampaikan keterangan penawaran kedua sejuml&h1@$,000,000 yang
mana setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjhatiap dokumen-dokumen PT.
Perusahaan Pelayaran Equinox, ternyata penawardnakeejumlah US$
178,000,000 bukan US$ 179,000,000. PT PerusahalayaPen Equinox juga
menjelaskan lebih lanjut dalam proses transakse®asi kedua kapal VLCC
milik Pertamina, PT. Perusahaan Pelayaran Equirengkiarifikasi bahwa dalam
transaksi tersebut PT. Perusahaan Pelayaran Egbamyya merupakan sebagai
agen dari Frontline dalam transaksi tersebut. Barhg posisi PT. Perusahaan
Pelayaran Equinox adalah hanya sebagai agen, mBkRdPusahaan Pelayaran
Equinox hanya bertindak sesuai dengan instruksy gigierima dari Frontline.

Dasar pertimbangan Majelis Komisi juga dilihat demggapan KPPU.
KPPU telah menduga bahwa terlapor Il (Goldman Sadisgapura telah
melanggar Pasal 16, Pasal 19 huruf d dan Pasal 22Nb. 5 tahun 1999.
Goldman Sachs Singapura telah melanggar Pasal BP&UKtidak membuat
dugaan-dugaan khusus apapun mengenai sifat daenggglran dan/atau
menunjuk kepada “perjanjian” manapun yang menjadiyek atas dugaan

pelanggaran sebagaimana disyaratkan dalam Pasbidh&. ada ketentuan dalam



33

Engagement Agreemeyding dapat menunjuk kepada praktek monopoli dam/at
persaingan usaha tidak sehat. Goldman Sachs teélatjult semata-mata sebagai
penasehat keuangan untuk Pertamina, dan adalahjatava Goldman Sachs
Singapura pada setiap waktu telah bekerja dalamkdip penunjukkannya
berdasarkafEngangement Agreemeditnana Pertamina sendiri yang memegang
seluruh pembuatan keputusan dalam proses tendéraddnya.

Goldman Sachs atau setiap karyawannya tidak peneahbuat perjanjian,
pengaturan ataupun mencapai kesepakatan dengatlifferashan/atau Equinox
mengenai keputusan Pertamina untuk memenangkaertkedada Frontline pada
tanggal 10 Juni 2004. Frontline telah diperlakuksetara eksklusif sebagai
peserta tender yarngrms-lengthdalam suatu tender yang kompetitif dan dapat
berhasil hanya dengan menawarkan penawaran tdrtigggg memang
dilakukannya. Frontline secara nyata meberikan waran tertinggi, tidak ada
manfaat bagi Goldman Sachs untuk mengungkapkardkegalah satu penawar
setiap informasi mengenai besarnya tender yang siikkan oleh penawar
lainnya. Tidak ada hubungan antara Goldman Sachs Fiantline dan/atau
Equinox yang melahirkan suatu perjanjian atau pemga yang dapat
menimbulkan praktek monopoli dan persaingan usdh& sehat. Goldman Sachs
untuk berurusan dengan Frontline pada dasarnyaaham®yalui Equinox karena
Equinox bertindak sebagai agen Frontline yang Baimgan demikian, tidak ada
“perjanjian” antara Goldman Sachs dan Frontline/atan Equinox sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16.

KPPU telah menduga bahwa Goldman Sachs Singaplata rreelanggar
Pasal 19 (d) dengan membuat suatu rencana yammtzeryan dengan hukum dan
rahasia dengan Frontline yang mengakibatkan Frentlberhasil menjadi
pemenang tender. Perhatian KPPU nampaknya timlmalraekhusus dari fakta
bahwa perusahaan-perusahaan dalam Goldman Sachsgarensedikit saham-
saham di Frontline. Goldman Sachs Singapura beaitindesuai dengan
kewajiban-kewajibannya kepada Pertamina dalam rmahigan unsolicited bid
Frontline kepada Pertamina untuk pertimbangan dalir@an Sachs Singapura
tidak memiliki kepentingan apapun di Frontline desrena adanya prosedur-

prosedur internal tidak mengetahui mengenai salerars yang dipegang oleh
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Goldman Sach di Frontline, baik yang dimilikinyand&i dan untuk Klien-

kliennya.

Pada Putusan KPPU No. 07/KPPU-L/2004 ini Majelismi@ juga

mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur persékémg tender dalam

perkara Penjualan 2 (dua) unit Kapal Tanker VLCG@Gknitertamina yang sesuai

dengan ketentuan Pasal 22 dan Pedoman pelaksaasan22 Undang-Undang

No. 5 Tahun 1999 yang menyebutkan unsur-unsur pemg&olan tender terdiri

atas :

1.

Adanya Pelaku usaha

Yang dimaksud pelaku usaha sesuai dengan keteRasal 1 angka
5 UU No. 5 Tahun 1999 adalah setiap orang peroraatgu badan usaha
baik yang berbentuk badan hukum atau bukan bademhyang didirikan
dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalanyatilaegara Republik
Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama mel@eijanjian,
menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalmdalamomi.

Pelaku usaha dalam Putusan KPPU No. 07/KPPU-L/266tang
kasus Penjualan 2 (dua) unit Kapal Tanker PertanMbh&C, sebagai
berikut :

a. PT Pertamina (Terlapor I);

b. Goldman Sachs, Pte. (Terlapor I);

c. Frontline, Ltd. (Terlapor ll);

d. PT Corvina Mitrakreasi (Terlapor 1V);

e. PT Perusahaan Pelayaran Equinox (Terlapor V).

Adanya unsur bersekongkol

Yang dimaksud persekongkolan sesuai dengan keterfteaal 1 angka 8
UU No. 5 Tahun 1999 adalah bentuk kerjasama ydagukan oleh pelaku

usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud umtuguasai pasar
bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yamsghkmrgkol. Pengertian
bersekongkol dalam rangka mengatur dan atau mek@mntpemenang

tender adalah kerjasama antara dua pihak atay kdslra terang-terangan
maupun diam-diam melalui tindakan penyesua@nderted actiondan

atau membandingkan dokumen tender sebelum penyerdha atau
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menciptakan persaingan semu dan atau menyetujua@anmemfasilitasi
dan atau tidak menolak melakukan suatu tindakarkim&s mengetahui
atau sepatutnya mengatahui bahwa tindakan terseéimkukan untuk
mengatur dalam rangka memenangkan peserta tentintte Sehingga di
dalam Putusan KPPU No. 07/KPPU-L/2004 telah jelaswa Terlapor |
(PT. Pertamina) melakukan penunjukan langsung deghaTerlapor I
(Goldman Sachs, Pte.) dan Terlapor | (PT. Pertgmda Terlapor I
(Goldman Sachs, Pte.) mengatur dan atau menentdlatapor |l
(Frontline, Ltd.) sebagai pemenang tender.

Adanya unsur pihak lain

Yang dimaksud dengan pihak lain adalah salah satulebih dari Terlapor
| sampai dengan Terlapor V yang melakukan persédalag dengan salah
satu atau lebih dari Terlapor | sampai dengan perl&. Dengan demikian
pihak lain dapat berupa Terlapor |, Terlapor llfl&por 1ll, dan Terlapor V.
Adanya unsur mengatur dan atau menentukan pemenang

Putusan KPPU No. 07/KPPU-L/2004 dalam kasus Pemudhpal Tanker
Pertamina VLCC ini sudah jelas terpenuhi dalam ra&mgdan atau
menentukan pemenang karena sudah ada indikasi dalatn rangka
Terlapor | dan Terlapor Il mengatur Terlapor IIbagai pemenang tender.
Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tida&tseh

Yang dimaksud persaingan usaha tidak sehat sesngad ketentuan Pasal
1 angka 6 UU No. 5 Tahun 1999 adalah persaingaar gglaku usaha
dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pearasmrang dan atau
jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atalawen hukum atau
menghambat persaingan usaha. Pada putusan KPPO7Kd?PU-L/2004
dapat dilihat dari tindakan-tindakan yang telahaklikan Terlapor I,
Terlapor 1, Terlapor lll, dan Terlapor V sudah tgygelah menghambat
secara melawan hukum peserta tender lain sebagaenaeg tender
Divestasi VLCC.
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Dari unsur-unsur persekongkolan tender di atas IMajéomisi juga

mepertimbangkan hal-hal lain, sebagai berikut :

1.

Perihal Terlapor |

Terlapor | adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMMjtharaf internasional
dan merupakan salah sdtag carrier perusahaan Indonesia yang dimiliki
oleh Pemerintah Republik Indonesia. Berdasarkanil haesmeriksaan
ternyata Dierktur Keuangan Terlapor | berperan aandominan dan
menentukan dalam pelanggaran yang dilakukan olettapga | dalam
proses Divestasi VLCC. Hal tersebut terbukti dagiktannya dalam hal
pengusulan Divestasi VLCC, pemutusan hubungan denBahana
Securities dan pendanaan KEXIM, penunjukfmancial advisor and
arranger, penentuariee financial advisqrpenerima laporan Tim Divestasi,
penentuan anggota Tim Divestasi yang dapat mengikpat, penonaktifan
beberapa anggota Tim Divestasi, penentuan perubjaldamal rapat untuk
menentukan pemenang tender, dan pengelolaan keudragd Divestasi
VLCC.

Perihal Terlapor II

Terlapor Il menerimaee sebagaifinancial advisor and arrangedalam
proses Divestasi VLCC dari Terlapor | sekurang-kgreya US $ 2,180,000
(dua juta seratus delapan puluh ribu US Dollaru adatara denga Rp.
19.710.000.000 (sembilan belas miliar tujuh rateputuh juta Rupiah)
dengan nilai tukar rupiah sebesar Rp. 9.000 pe$ WS

Perihal Terlapor Il

Selama dalam proses pemeriksaan, Terlapor il tig@kunjukkan sikap
dan tindakan yang kooperatif dengan tidak pernaimemehi panggilan
Majelis Komisi. Tindakan Terlapor Ill secara nyagdah merugikan iklim
persaingan usaha di wilayah hukum Negara Indondaia sepatutnya
dikenakan hukuman maksimal.

Perihal Terlapor IV

Keikutsertaan Terlapor IV dalam prose Divestasi \WL.®@anya sebatas
mendampingi dan memberi masukan kepada Terlap®etlapor IV hanya

mengikuti 3 (tiga) kali rapat tanpa hak suara beesaama dengan Terlapor
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Il di kantor Terlapor | dan tidak mengikuti pros&ivestasi VLCC
selanjutnya.

Perihal Terlapor V

Terlapor V meneriméeesebagai agen dari Terlapor Il sekurang-kurangnya
US $ 1,840,000 (satu juta delapan ratus empat puttwhUS Dollar) atau
setara dengan Rp. 16.560.000.000 (enam belas iifiaratus enam puluh
juta Rupiah) dengan nilai tukar rupiah sebesardj00 per US $.

Perihal Kerugian Negara

Harga pasar VLCC pada saat itu berkisar US $ 900000(sembilan puluh
juta US Dollar). Waktu pembuatan VLCC berkisar amta (dua) sampai 3
(tiga) tahun, maka harga VLCC milik Terlapor | yamangsung bisa
dipergunakan memiliki nilai yang lebih tingdPresent valuedari VLCC
Terlapor |, berdasarkamturn on investmertiasil kajian dari Japan Marine
adalah sebesar 11,83% atau sekitar US $ 20,00@GO puluh juta US
Dollar) sehingga harga pasar per VLCC milik Terlapbadalah sekitar US $
110,000,000 (seratus sepuluh juta US Dollar). Beadan artikel dari
TradeWinds Ifttp://www.tradewinds.ngoer tanggal 14 Juni 2004) harga
pasar VLCC pada saat itu adalah sekitar US $ 10000 (seratus dua juta
US Dollar). Sesuai dengan keterangan Ahli | (RhathfTobing, Ketua

Indonesian Shipbrokers Associatifi§BA]), harga pasar VLCC pada saat
itu berkisar antara US $ 105,000,000 (seratus jutea US Dollar) sampai
US $ 120,000,000 (seratus dua puluh juta US Dolldifai penjualan 2
(dua) unit VLCC Terlapor | adalah sebesar US $ Q@3.000 (seratus
delapan puluh empat juta US Dollar) sedangkan hpegar VLCC pada
saat itu berkisar antara US $ 204,000,000 (dua matepat juta US Dollar)
sampai dengan US $ 240,000,000 (dua ratus empah juta US Dollar)
sehingga terdapat potensi kerugian nagara antarés 28,000,000 (dua
puluh juta US Dollar) sampai dengan US $ 56,000,008a puluh enam
juta US Dollar) atau setara dengan Rp. 180.0000000(seratus delapan
puluh milyar Rupiah) sampai dengan Rp. 504.000@D(lima ratus empat
milyar Rupiah) dengan nilai tukar rupiah sebesar ®p00 per US $ 1.
Majelis Komisi berkeyakinan, pihak yang paling mienati keuntungan dari
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kerugian yang timbul secara berturut-turut adaleHapor Il dan Terlapor
Il

Majelis Komisi juga mempertimbangkan untuk membgmikekomendasi
kepada Komisi untuk menyampaikan temuan-temuanmdgleameriksaan yang
dilakukan kepada instansi yang berwenang.

Atas dasar Majelis Komisi yang telah dijelaskanadaluraian di atas,
maka Majelis Komisi yang memeriksa dan memutus grerkiNo. 07/KPPU-
L/2004 tentang Penjualan 2 (dua) unit Kapal TankKeCC milik Pertamina
menyatakan bahwa para terlapor melanggar Pas&lasal 19 huruf d, dan Pasal
22 UU No. 5 Tahun 1999.

Uraian pertimbangan hukum Majelis Komisi tentangilh&eterangan-
keterangan dan dokumen-dokumen yang diperoleh asejg@meriksaan sudah
tepat karena Majelis Komisi mendasarkan pada pemtperundang-undangan
yang berlaku yakni UU No. 5 Tahun 1999, sesuai dertggas dan wewenang
komisi serta didasarkan pada Pasal 42 tentan@laabukti pemeriksaan Komisi
terutama huruf ¢ yaitu surat dan/atau dokumena $eaital 22 angka 1 Keputusan
KPPU No. 5/KPPU/Kep/IX/2000 yang mensyaratkan MsajelKomisi
memutuskan telah terjadi atau tidak terjadi pelanag terhadap UU No. 5 Tahun
1999 berdasarkan alat bukti yang diperoleh dalameiksaan dan Penyelidikan.

Pertimbangan hukum Majelis Komisi tentang pembelgamg dilakukan
oleh para Terlapor dan tanggapan KPPU sudah tenpdaa tepat karena Majelis
Komisi mendasarkan pada Peraturan perundang-undgaga berlaku yakni UU
No. 5 Tahun 1999 mendasarkan pada keterangan aaiTerlapor, didasarkan
pada Pasal 42 huruf a yaitu keterangan saksi.

Dilihat dari unsur-unsur persekongkolan tender Hahthal lain di atas
maka telah jelas bahwa pertimbangan Majelis Konsgam mengambil Putusan
KPPU No. 07/KPPU-L/2004 ini sudah tepat dan bendpada UU No. 5 Tahun
1999. Karena telah sesuai dengan tujuan penegalammhyang diatur dalam
Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1999 yaitu untuk mencegaktgk monopoli dan
persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan @elaku usaha sehingga
tercipta iklim usaha yang kondusif. Serta didasankada ketentuan Pasal 22 dan
Pedoman Pelaksanaan Pasal 22 Undang-Undang Nbub Ta99.
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Majelis Komisi dalam mempertimbangkan untuk menkaari
rekomendasi kepada Komisi adalah tepat karenaatkias pada Pasal 35 huruf e
UU No. 5 Tahun 1999 yang berbunyi bahwa “memberiksaran dan
pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yangalen dengan praktik
monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”.

Majelis Komisi dalam pertimbangan hukumnya telamdasarkan pada
peraturan perundang-undangan yakni UU No. 5 Tal9®9,Imaka pertimbangan
yang diambil Majelis Komisi telah sesuai dan tegahgan semangat dan/atau
tujuan penegakan UU No. 5 Tahun 1999 untuk menraptgpersaingan usaha

yang sehta dalam proses tender dilingkungan Petabrin



BAB 4
PENUTUP

4.1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan degpapdlkan, bahwa:

1. Unsur-unsur dalam Pasal 22 dan Pedoman Pelaksd&esah 22 Undang-
Undang No. 5 Tahun 1999 merupakan kriteria Persghalan tender.
Kriteria persekongkolan tender dalam Putusan KPRU ON/KPPU-L/2004
tentang Penjualan 2 (dua) unit Kapal Tanker VLCdikriPertamina telah
memenuhi dan/atau sesuai dengan kriteria persektargkender dan tujuan
penegakan hukum dalam Pasal 22 Undang-Undang Nah&n 1999.

2. Dasar Pertimbangan Majelis Komisi dalam PutusanUWRBmor: 07/KPPU-
L/2004 tentang Penjualan 2 (dua) unit Kapal Tanke€C milik Pertamina
yang menyebutkan tentang hasil-hasil keterangan dideumen-dokumen,
pembelaan para terlapor, serta unsur-unsur pergk&fam tender adalah
tepat. Dasar pertimbangan hukum Majelis Komisieleus telah mendasarkan
pada peraturan perundang-undangan yakni UndangrAdgn@io. 5 Tahun
1999, serta telah sesuai dan tepat dengan sentagatau tujuan penegakan
Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 untuk menciptakasapggan usaha yang

sehat dalam proses tender di lingkungan Pemerintah.

4.2. Saran

1. Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai lembagabgavenang untuk
mengawasi penegakan dan pelaksanaan Undang-Undang§ Nahun 1999
sesuai dengan tugas yang diberikan Undang-Undgragt deembuat pedoman
dan/atau publikasi yang berkaitan dengan UndangabgdNo. 5 Tahun 1999.
Sampai saat ini belum ada pedoman yang jelas wnthriteria
persekongkolan tender, oleh sebab itu sesuai denggs tersebut Komisi
seyogyanya membuat pedoman yang mengatur secagsulan tentang
kriteria persekongkolan tender, sehingga dapat memaiisir perbedaan tafsir
mengenai kriteria persekongkolan tender antara IMaf@misi dengan para

terlapor dan/atau kuasa hukum Terlapor.
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2. Dalam pertimbangan hukumnya Majelis Komisi seyoggardi dalam
memutus harus berdasar pada peraturan perundaaggard yang berlaku,
tidak hanya didasarkan pada Undang-Undang No. 5imaR99 dan Undang-
Undang lain yang terkait serta memperhatikan ketga saksi (Pelapor, Ahli

dan para Terlapor).
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